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P U T U S A N

Nomor  0326/Pdt.G/2013/PA.Jpr.

                                          

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara 

perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah 

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam  perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur  31 tahun, agama  Islam, pendidikan  SMA, pekerjaan  TNI- 

AD,  tempat kediaman di  Kota Jayapura, disebut 

sebagai :  Pemohon; 

L A W A N

TERMOHON, umur  31 tahun, agama  Islam, pendidikan  SMK, pekerjaan  

Swasta (Pedagang), tempat kediaman di Kota Jayapura, 

disebut sebagai : Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan saksi-saksinya serta meneliti 

alat bukti yang bersangkutan di depan persidangan ;

                                         

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya 

tanggal 19 Desember 2013 yang terdaftar dalam register perkara di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor  0326/Pdt.G/2013/

PA.Jpr. tertanggal 19 Desember 2013 telah mengajukan permohonan cerai 

talak dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal  28 Juni 2007,  Pemohon dengan  Termohon  

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Distrik  Abepura sebagaimana ternyata dari Kutipan 

Akta Nikah Nomor  278/38/VI/2007 tanggal  28 Juni 2007 ;  

2.  Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di 

kediaman di Asrama Kompi E Skamto sebagai tempat kediaman bersama 

terakhir;
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3. Bahwa Selama pernikahan tersebut  Pemohon  dengan  Termohon  telah 

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri  namun belum dikaruniai    

keturunan ;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya 

dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi kurang lebih sejak bulan Januari 

2012  tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 

sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain: 

a. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

b. Bahwa Termohon selalu menunda kehamilan;

c. Bahwa Termohon berselingkuh dengan laki- laki lain yang bernama 

Rohman terbukti dari teman Pemohon dan para tetangga yang 

menceritakan kepada Pemohon; 

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara  Pemohon  dengan  

Termohon  tersebut terjadi kurang lebih pada  tanggal 12 Mei 2012 dimana 

Pemohon  mendapati Termohon di kios sedang berduaan dengan laki- laki 

lain yang bernama Rohman dalam kedaan gelap, Pemohon langsung 

membawa Termohon dan Rohman ke kesatuannya untuk di periksa;, dan 

sejak kejadian itu antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat 

tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 7 bulan lamanya dan selama 

itu pula masing-masing tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

6. Bahwa  Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan 

cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara 

Pemohon dengan Termohon tetap masing-masing pada pendiriannya sulit 

ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalin lain selain  Pemohon 

mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang; 

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara  Pemohon  dengan  

Termohon  sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan 

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing 

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka 

perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk 

menyelesaikan permasalahan antara  Pemohon dengan  Termohon;   

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Jayapura untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, 

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : 
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PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan mengijinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 

terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama 

Jayapura ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah 

pihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan 

Agama Jayapura masing-masing kepada Pemohon dan Termohon, dimana   

Pemohon   diwakili kuasanya datang menghadap dipersidangan sedangkan 

Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai 

wakil atau kuasanya hadir dipersidangan, padahal Pengadilan telah memanggil 

secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan Nomor  0326/

Pdt.G/2013/PA.Jpr ; 

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun  

2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh 

karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Mediasi tidak 

layak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendorong dengan 

memberikan nasehat kepada Pemohon melalui kuasanya agar rukun kembali 

sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 

18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2008  jo. Pasal 65, 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 142, 143 

Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 

1989 persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat  

permohonan  Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh  Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak menyampaikan 

keterangan karena ketidak hadirannya di persidangan ; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah 

mengajukan alat bukti tertulis berupa  : 

1. Fotokopi  Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik 

Abepura Nomor  278/38/VI/2007 tertanggal 28 Juni 2007  , yang telah 
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dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya 

yang diberi meterai yang cukup (Bukti P-1) ;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk  Nomor 1971042012820001 tertanggal 

24 Januari 2013 dari Pemerintah Kota Jayapura bermetarai cukup dan 

telah dicocokan dengan aslinya teryata cocok, oleh Ketua majelis di beri 

kode (bukti P-2);  

3.  Asli Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI-AD Nomor : 

SPPPA/C-04/XII/2013  tertanggal 17 Desember 2013, oleh Ketua Majelis 

diberi kode (bukti P-3) ;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan 

2 (dua) orang saksi dimuka sidang, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan 

keterangan dibawah sumpahnya, masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI-AD, tempat 

tinggal di Kota Jayapura, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya 

pada pokoknya sebagai berikut :

• Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;

• Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai teman kerja di 

Kesatuan TNI-AD sedangkan dengan Termohon saksi tidak ada 

hubungan keluarga ;

• Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai 

anak ;

• Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon 

awalnya baik-baik saja, namun sejak bulan Mei 2012 rumah tangga 

Pemohon dan Termohon  sudah tidak lagi rukun ;

• Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi adalah 

setelah Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal dari asrama ke 

rumah orang tua Termohon di Koya, Termohon berselingkuh dengan 

laki-laki lain ;

• Bahwa saksi mengetahui Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain 

karena perselingkuhan Termohon tersebut di proses di Polsek Koya ;

• Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon pisah tempat 

tinggal sejak terjadi perselingkuhan Tergugat dengan laki-laki lain, 

Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang ;
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2. SAKSI 2, umur 33. tahun, agama Islam, Pekerjaan Anggota TNI-AD, tempat 

tinggal di Kota Jayapura, yang memberikan keterangan dibawah 

sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut : 

• Bahwa saksi kenal dengan Pemohon  dan Termohon ;

• Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai teman satu 

Kesatuan di TNI-AD, sedangkan  dengan Termohon kenal di Asrama 

sebagai anggota Persit ;

• Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri ;

• Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;

• Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awal rukun dan 

harmonis, namun pada bulan Mei 2012 rumah tangga Pemohon dan 

Termohon sudah tidak rukun lagi ;

• Bahwa sepengetahuan saksi Termohon berselingkuh dengan laki-laki 

lain, yang kemudian Termohon diproses di Polsek Koya ;

• Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;

• Bahwa sejak perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain tersebut 

pada bulan Mei 2012, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat 

tinggal hingga sekarang ;

• Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon selengkapnya telah dikutip 

dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan, Pemohon menyatakan 

benar dan menerima, sedangkan Termohon tidak dapat dimintai keterangannya 

karena ketidak hadirannya di persidangan ;

Bahwa kesimpulan yang telah disampaikan oleh kuasa Pemohon secara 

lisan dalam persidangan, dimana Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil 

permohonannya serta ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan ; 

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapnya telah dikutip dalam 

berita acara sidang perkara ini, yang untuk singkatnya dipandang telah menjadi 

bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG   PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon 

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; 
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Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas 

menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil  

Pemohon  sendiri tentang domisili Pemohon (bukti P-2)  yang berada diwilayah 

hukum Pengadilan Agama Jayapura, dan oleh karena tidak ada eksepsi dari 

Termohon tentang kompetensi relatif, maka dengan didasarkan kepada 

ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 

Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, 

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan  permohonan  Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, 

Pemohon dan Termohon telah dipanggil menghadap di muka sidang, Pemohon 

hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak 

pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir 

dipersidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan 

patut, sesuai relaas panggilan Nomor  0326/Pdt.G/2013/PA.Jpr ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan 

petunjuk Syar’i dalam Kitab Mu’inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى  الى  حـاكم  من حـكا م المسـلمـين  فـلم يجـب  فهـو  

ظالــم لا حق  لـه 
Maksudnya: “Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama 

kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan 

gugurlah haknya” ;

dan dalam Kitab Al- Anwar  juz  2  halaman 55, berbunyi :

فاءن  تعزز بتعز اوتوار ا و غيبة  جا ز اثبا ته  باالبينة
Maksudnya : “Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, 

bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan 

dengan berdasarkan alat-alat bukti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI 

Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih 

dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan 

karena pihak  Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak layak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha 

menasehati  Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya 
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dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat 

 permohonan Pemohon  yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; 

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai 

bahwa yang dijadikan alasan  permohonan  Pemohon adalah karena dalam 

rumah tangga  Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus 

menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan  tersebut sesuai dengan 

ketentuan Pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan 

karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan 

dipertimbangkan selanjutnya ; 

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, 

Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa bukti P-1, P-2 dan     

P-3,  serta menghadirkan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang disampaikan oleh 

Pemohon tersebut, menurut penilaian majelis hakim telah memenuhi ketentuan 

sebagai alat bukti yang sah dan alat-alat bukti tersebut antara satu dengan 

yang lainnya saling memiliki keterkaitan dengan pokok masalah yang terjadi 

antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya dapat dipertimbangkan dalam 

putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan 

oleh  bukti surat Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P-1) dan keterangan dua 

orang saksi dipersidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara 

Pemohon dan Termohon telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 bahwa Pemohon adalah 

seorang Anggota TNI-AD pada Kodam XVII Cenderawasih Papua,  dan yang 

bersangkutan telah mendapatkan izin dari atasannya dalam hal ini Kepala 

Bintaldam XVII Cenderawasih untuk mengajukan permohonan cerai talak 

terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat dengan 

keterangan saksi-saksi pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan 

Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, kemudian terjadi 

pisah rumah antara Pemohon dan Termohon yaitu Termohon pergi 

meninggalkan Pemohon sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan 

pihak berperkara, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan 

Termohon, yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan  

berumah  tangga  dengan  Termohon,  maka  majelis  dapat  menarik  suatu 
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kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan 

Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk 

dirukunkan lagi, disebabkan :

a. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

b. Bahwa Termohon selalu menunda kehamilan;

c. Bahwa Termohon berselingkuh dengan laki- laki lain yang bernama 

Rohman terbukti dari teman Pemohon dan para tetangga yang 

menceritakan kepada Pemohon; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga 

tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga juga dapat 

dinyatakan terjadi  perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, 

tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta 

antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, menunjukkan bahwa 

antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling 

pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis 

yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga; 

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999  Nomor 237/K/ AG/1998 yang 

mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak 

dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk 

meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan 

fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan 

maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik dari 

keterangan Pemohon, saksi-saksi maupun alat bukti lainnya, Majelis Hakim 

telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perkawinan 

yang sah dan belum pernah bercerai ;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dan 

belum dikaruniai anak;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula 

berjalan rukun dan baik, namun kemudian menjadi tidak harmonis 

lagi, disebabkan karena Termohon telah selingkuh dengan laki-

laki lain pada tanggal 15 Mei 2012, yang  akibatnya  sejak 

kejadian tersebut antara  Pemohon dan Termohon telah pisah 
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tempat tinggal dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban 

sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai 

dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta 

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian 

sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah 

gagal), maka dalam  hal  ini  perceraian  a quo dipandang  sebagai  “Tasrih  bi  

ihsan”,  hal  ini  relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat 

dalam Kitab At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun halaman 40 yang 

diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang artinya 

sebagai berikut :

”Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya 

kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran 

(berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang 

mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon 

dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 hingga 

sekarang, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon 

sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi 

komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala 

perselisihan dalam rumah tangga ; 

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan  

bukti bahwa rumah tangga  antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, 

dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali 

yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan 

Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk 

bercerai sebagaimana dimaksud  Pasal 19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah 

Nomor  9 Tahun 1975  sejalan dengan Pasal 116  huruf (f) Kompilasi Hukum 

Islam, serta tidak lagi mencerminkan makna yang terkandung dalam  firman  

Allah  SWT pada  surat Ar-Rum ayat  21 yang berbunyi : 

ومن آيته أن خلـق لـكم من أنـفـسكم أزواجا لتـسـكنوا إليها وجعـل بـينـكم 
مودة ورحمة
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“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”; 

Menimbang, bahwa Termohon yang  telah dipanggil dengan resmi dan 

patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh 

orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti 

bahwa ketidak hadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, 

sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan 

beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan 

tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir,  oleh karena itu 

permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan verstek, dengan 

demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada 

Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

 Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah 

dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم
Artinya : 

"Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesunguhnya 

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

              Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka 

berdasarkan pasal  89  ayat  (1) Undang- Undang  Nomor 7  tahun  1989   yang  

telah  diubah  dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua  biaya  yang timbul akibat perkara 

ini dibebankan kepada Pemohon ;

              Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-

undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengjatuhkan  talak satu 

raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama 

Jayapura;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp 301.000,00- (tiga ratus satu ribu  rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1435 Hijriyah oleh kami 

Drs. SUBROTO, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi ISMAIL 

SUNETH, S.Ag dan  ARIS SETIAWAN, S.Ag masing-masing sebagai Hakim 

Anggota, putusan mana  dibacakan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum pada  

hari  itu  juga  oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota dan 

didampingi WA’ANI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon 

tanpa hadirnya Termohon ; 

Hakim Ketua Majelis 

TTD

Drs. SUBROTO, M.H

      Hakim Anggota                    Hakim Anggota  

   TTD                   TTD

ISMAIL SUNETH, S.Ag    ARIS SETIAWAN, S.Ag

Panitera Pengganti

     TTD

WA’ANI, SH

Perincian biaya perkara :
1. Biaya pencatatan = Rp.    30.000,-
2. Biaya proses = Rp.    50.000,-
3. Biaya panggilan = Rp.  210.000,-
4. Biaya redaksi = Rp.      5.000,-
5. Biaya materai = Rp.      6.000,-

       Jumlah = Rp.  301.000 ;-
                 (tiga ratus satu ribu rupiah)
                                                         

Jayapura, 20 Januari 2014

Untuk  Salinan 

         Panitera Pengadilan Agama Jayapura
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                                                                  TTD

                                                            NURDIN SANMAS, SHi 
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